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PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut
dalam perkara Gugatan antara:

Keddy, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 76, Rt.056,

Rw.018, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

Kota Singkawang, Pasiran, Singkawang Barat, Kota

Singkawang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Fendry Jaunardi Hasim, S.H., Advokat yang

berkantor di JI. Suka Ramai No.28, Rt 007, Rw 002 Kelurahan

Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,

Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2

November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Winarto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu
beralamat di Jalan Trans SP-l, RT. 18/ RW. 03, Kelurahan
Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak
diketahui  keberadaannya, sekarang tidak diketahui
keberadaannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Yusrin, S.H. dan Dodot Sudiyanto, S.H., advokat/ penasehat
hukum, berkantor di JI. Firdaus H. Rais Ruko Blok | No. 1 RT.
051/ RW. 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang
Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, tempat kedudukan
Jalan Alianyang No.25, Pasiran, Singkawang Barat, Kota

Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan
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kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti Toyibah, S.H., dan Tri
Kusherawati, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kota
Singkawang, Jalan Alianyang No. 25 Kota Singkawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November
2024, sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Selaku Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Bandara Singkawang,
tempat kedudukan Jalan Alianyang No.25, Pasiran,
Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti
Toyibah, S.H., dan Tri Kusherawati, S.H., beralamat di Kantor
Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Alianyang No. 25 Kota
Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
November 2024 sebagai Turut Tergugat I;

Dinas Perhubungan Kota Singkawang Selaku Pemohon
Konsinyasi Dengan Nomor Perkara 02/ Pdt.Kons/ 2018/
PN.Skw, tempat kedudukan Jalan Terminal Induk No. 1,
Sungai Wie, Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Gustini Kusuma Sari Tangkau, S.H., M.H. dan Kartika, S.H.,
beralamat di Jalan Firdaus H. Rais No. 1 Kota Singkawang,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 November 2024
sebagai Turut Tergugat lll;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat — surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut
Tergugat datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditempuh upaya perdamaian namun tidak
berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Hakim Mediasi tanggal 6 Januari
2025;
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Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat
menyatakan secara tertulis ingin mencabut perkara gugatannya, sesuai
dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat
menyatakan ingin mencabut perkara gugatannya dan berdasarkan Pasal
271 Rv yang berbunyi “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut
perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban”;

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara a
quo, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
perkaranya pada persidangan dan belum memasuki agenda jawaban,
sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Penggugat dapat melakukan
pencabutan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat, maka permohonan
pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut
sehingga berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut memiiki akibat
demi hukum bahwa:

1. Keadaan dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum
diajukan gugatan;

2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara yang
harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis
menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan
Permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat haruslah
dihukum untuk membayar biaya — biaya yang timbul dalam perkara ini yang
besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal
272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh

Kuasa Penggugat;
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2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk
mencatat pencabutan Gugatan Nomor 119/ Pdt.G/2024/PN Skw

tersebut pada register gugatan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
dengan hari ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025
oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., Sebagai Hakim Ketua,
Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., M.H.,
masing — masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Dedi Suprayogi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat,

Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd Ttd

Chandran R. Lumbanbatu, S.H., M.H. Yulius Christian Handratmo, S.H.
Ttd

Erwan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd

Dedi Suprayogi, S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00;
3. Panggilan Rp 112.000,00;
4. PNBP Rp 60.000,00;
5. Redaksi Rp 10.000,00;
6. Meterai Rp 10.000.00;
Jumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah);
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